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KATA PENGANTAR

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Republik Indonesia

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat 
untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya 
NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah 
satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU 
No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan 
berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. 
Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan 
amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk 
mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang 
mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari 
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desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, 
antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan 
oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan  
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. 

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan 
Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan 
memulai cara baru dalam pendampingan desa. Pendampingan 
desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang 
masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasai 
penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan 
secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil 
berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara 
pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang 
hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu 
arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, 
para pendamping berdiri setara dengan yang  didampingi 
(stand side by side). Misi besar pendampingan desa adalah 
memberdayakan desa sebagai self governing community 
yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan 
pendampingan membentang mulai dari pengembangan 
kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun 
kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-
organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, 
memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai 
arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring 
dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di 
antara pemerintah dan masyarakat.  Intinya pendampingan 
desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi  
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dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang 
didampingi. 

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami 
telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, 
mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa 
yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun 
para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, 
tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki 
pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 
6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah 
buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh 
para pendamping. Buku yang bertitel “KADER DESA: 
Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa” ini adalah 
buku  yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping 
untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang 
Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen 
demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup 
bermasyarakat dan bernegara di Desa). 

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah  melakukan 
transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi 
Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal 
Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan 
Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah 
satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama 
pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), 
sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan 
transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga 
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Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha 
BUM Desa yang berbadan hukum. 

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan 
kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan 
visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, 
mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah 
mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, 
ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak 
ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan 
pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi RI
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PENGANTAR

UU Desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 18 
Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang 
selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa 
menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, UU Desa 
menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia 
dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan 
desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 
sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi asas 
utama UU Desa telah mendorong negara mengakui 
dan menghormati hak asal usul Desa dan menetapkan 
kewenangan lokal skala Desa. Pengakuan dan penghormatan 
negara tersebut seperti jelas tercermin dalam Pasal 1 angka 
1 UU Desa, yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Konsekuensi lainnya dari asas utama pengaturan Desa 
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(rekognisi-subsidiaritas) adalah lahirnya paradigma baru 
pembangunan Desa, dimana Desa sebagai sebuah kesatuan 
masyarakat hukum, kini menjadi subjek pembangunan 
yang mengatur dan menggerakkan pembangunannya 
secara mandiri berdasarkan hak dan kewenangan yang 
dimiliki. Selain itu, Desa kini menjadi ruang publik politik 
bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan 
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatn desa 
dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara 
mandiri.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan 
masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-
manusia yang handal dan mumpuni sebagai pengelola 
desa sebagai self governing community (komunitas yang 
mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi 
desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya 
desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi 
desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di 
segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di 
dalam pengelolaan desa secara demokratis.

Paska terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), PP No. 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat dengan PP 
43/2015) dan Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (selanjutnya disebut Permendesa 
3/2015), pola pendampingan Desa mengalami perubahan 
paradigmatis. Dalam praksis kebijakan pemberdayaan 
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masyarakat sebelum ditetapkannya UU Desa, kader-kader 
penggerak di Desa cenderung dibentuk melalui penugasan 
dari supradesa, menjadi bagian daro prasyarat proyek, serta 
bekerja didasarkan atas skema “petunjuk teknis” yang rinci.  
Desa baru paska UU Desa dicirikan oleh adanya perubahan 
pola pendampingan desa yaitu dari semula berkarakter 
“kontrol dan mobilisasi-partisipasi”, berubah menjadi 
fasilitasi gerapan pembaharuan desa sebagai komunitas 
yang mandiri. Berlandaskan asas regoknisi dan subsidiaritas, 
pendampingan desa mengutamakan kesadaran politik warga 
desa untuk terlibat aktif dalam urusan di desanya secara 
sukarela sehingga arah gerak kehidupan di desa merupakan 
akualitas kepentingan bersama yang dirumuskan secara 
musyawarah mufakat dalam semangat gotong royong.

Pemberdayaan desa sebagai self governing community 
tidak dilakukan oleh pendamping desa. Pendampingan desa 
yang sejati adalah kerja fasilitasi kepada masyarakat desa 
untuk mampu secara mandiri melakukan pembaharuan 
dan pembangunan desanya secara mandiri. Pemberdayaan 
masyarakat  Desa yang sejati adalah sebuah bagian dari proses 
transformasi sosial yang digerakkan oleh warga desa yang 
mampu hadir sebagai agen pembaharuan yang menggerakan 
implementasi UU Desa secara mandiri. Pendamping desa 
bertugas untuk menemukan, mengembangkan kapasitas, 
mendampingi para penggerak pembaharuan desa yang 
selanjutnya disebut sebagai Kader Desa. Bahan bacaan 
ini ditujukan untuk memberikan pengayaan pengetahuan 
maupuan acuan sederhana bagi para pendamping desa 
dalam menjalankan tugasnya melakukan kaderisasi desa.
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KONSEPSI KADER DESA

Makna kata “kader” sebagaimana lazim dipahami dalam 
sebuah organisasi, adalah orang yang dibentuk untuk 
memegang peran penting (orang kunci) dan memiliki 
komitmen dan dedikasi kuat untuk menggerakan organisasi 
mewujudkan visi misinya. Dalam konteks desa, Kader Desa 
adalah “Orang Kunci “ yang mengorganisir dan memimpin 
rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. 
Kader Desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang 
dilaksanakan oleh seluruh lapiran masyarakat desa. 

Kader-kader Desa hadir di dalam pengelolaan urusan 
desa melalui perannya sebagai kepala desa, anggota BPD, 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh 
adat;  tokoh agama;  tokoh masyarakat;  tokoh pendidikan;  
pengurus/anggota kelompok tani;  pengurus/anggota 
kelompok nelayan;  pengurus/anggota kelompok perajin;  
pengurus/anggota kelompok perempuan. Kader Desa 
dapat berasal dari kaum perempuan dan laki-laki dalam 
kedudukannya yang sejajar, mencakup warga desa dengan 
usia tua, kaum muda maupun anak-anak. 

Konsisten dengan mandat UU Desa, keberadaan kader 
desa yang berasal dari warga desa itu sendiri berkewajiban 
untuk melakukan “upaya mengembangkan kemandirian 
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
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pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui 
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa”.

Fokus pendamping desa adalah memperkuat proses 
kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(KPMD), dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan 
kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya. 
Legalitas KPMD tertuang dalam ketentuan dalam Pasal 
4 Permendesa PDTT No. 3/2015 tentang Pendampingan 
Desa. Pasal tersebut menetapkan bahwa pendampingan 
Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. 
tenaga pendamping profesional; b. Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD); dan/atau c. pihak ketiga. 
Dengan demikian, KPMD merupakan pendamping desa 
yang dipilih dari warga desa setempat, untuk bekerja 
mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri. 
Bagan hubungan kerja antara KPMD dengan pendamping 
profesional maupun pendampingan pihak ketiga adalah 
sebagai berikut:
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Gambar 1. Pelaku-pelaku Pendampingan Desa

Selain itu dalam ketentuan PP Desa maupun Permendesa 
disebutkan bahwa KPMD dipilih dari masyarakat setempat 
oleh pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa untuk 
ditetapkan dengan keputusan kepada Desa. Maknanya 
semakin terang bahwa KPMD merupakan individu-individu 
yang dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan 
kerja pemberdayaan di kemudian hari. Oleh karenanya, 
kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untuk 
keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan 
warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa.

KPMD selanjutnya masuk kedalam sistem pendampingan 
Desa skala lokal dan institusi Desa. Pendampingan 
Desa merupakan mandat UU Desa agar terdapat sistem 
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pendampingan internal Desa guna menjadikan Desa yang 
kuat, maju, mandiri, dan demokratis. UU Desa dan peraturan-
peraturan dibawahnya menegaskan pendampingan Desa 
sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan 
masyarakat. Tindakan pemberdayaan masyarakat Desa itu 
dijalankan secara “melekat” melalui strategi pendampingan 
pada lingkup skala lokal Desa.

Identitas KPMD semakin jelas bahwa UU Desa 
mengarahkan representasi dari kelompok masyarakat 
Desa setempat untuk giat melakukan pendampingan sesuai 
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 
skala lokal Desa. KPMD versi UU Desa merupakan 
representasi dari warga desa yang selanjutnya dipilih dalam 
Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Desa setempat untuk 
melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat skala lokal, 
meliputi tindakan asistensi, pengorganisasian, pengarahan 
dan fasilitasi skala lokal Desa. Istilah yang sekiranya tepat 
untuk menggambarkan KPMD pasca terbitnya UU Desa 
adalah “Kader Desa” dan bukan “Kader di Desa”.
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KADER DESA SEBAGAI 
CIVIL INSTITUTION

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya 
UU Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari kondisi 
sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, 
melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa 
tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah 
apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. 
Desa juga dilandasi asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala desa.  Dalam konteks pendampingan Desa, 
KPMD sebagai kader skala lokal Desa tidak menjadi bawahan 
dari “suprastruktur” Pelaku Pendampingan berjenjang baik 
pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan 
provinsi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat; TAPM), 
Kabupaten/kota (Pendamping Teknis) hingga Kecamatan 
(Pendamping Desa). KPMD adalah sub-sistem dari 
pendampingan Desa secara keseluruhan namun bergerak di 
lingkup kewenangan  skala lokal Desa.

Sebagai aktualisasi asas regoknisi dan subsidiaritas, 
Desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan 
APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 
(ADD) untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan 
dan belanja desa (APBDesa). Pemenuhan APBDesa akan 
memudahkan Desa menjalankan kewenangan berdasarkan 
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. 
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Matriks 1. Kedudukan dan Tugas Normatif Pelaku Pendampingan

KEDUDU-
KAN

PELAKU 

PENDAMPINGAN

TUGAS

(Permendesa No. 
3/2015 tentang Pen-

dampingan Desa)

Pusat Tenaga Ahli Pem-
berdayaan Mas-
yarakat

Pasal 15-17

Provinsi Tenaga Ahli Pem-
berdayaan Mas-
yarakat

Pasal 15-17

Kab./Kota Pendamping 
Teknis

Pasal 13-14

Kecamatan Pendamping Desa Pasal 11-12

Desa KPMD Pasal 18-19

Akhir-akhir ini terdapat persepsi negatif dari beberapa 
kalangan tertentu. Intinya mereka menghawatirkan 
distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa akan gagal 
dikarenakan pemerintah dan masyarakat desa tidak mampu 
mengelola ABPDesa dengan baik. Kapasitas pemerintah 
desa yang masih lemah menjadi alasan utama bagi pihak-
pihak tertentu untuk bersikap khawatir.



17BUKU 4 : KADER DESA: PENGGERAK PRAKARSA MASYARAKAT DESA

Dalam konteks kaderisasi desa, kekhawatiran beberapa 
pihak tentang potensi kegagalan dalam implementasi UU 
Desa adalah titik awal untuk merumuskan pola pembentukan 
dan pengembangan kader desa. Di satu sisi, sikap negatif 
dapat diterima sebagai penanda kewaspadaan terhadap 
peluang korupsi dana publik yang didistribusikan ke desa. 
Di sisi yang lain, sikap negatif menjadi penanda untuk 
mengubah pola pendampingan yang sebelumnya rata-rata 
kurang sensitif terhadap eksistensi Kader Desa sebagai 
“Orang Kunci” dalam proses penguatan Desa sebagai self 
governing community.

KPMD dapat disebut sebagai civil institution, sebuah 
institusi kader lokal yang dibentuk secara mandiri oleh 
warga, untuk memerhatikan isu-isu publik (yang melampaui 
isu-isu parokhial dan adat-istiadat) serta sebagai wadah 
representasi dan partisipasi mereka untuk memperjuangkan 
hak dan kepentingan maupun kewajiban warga desa. Spirit 
kewargaan – sebagai jantung strong democracy – hadir 
dan dihadirkan oleh KPMD sebagai kader organisasi warga 
atau organisasi masyarakat sipil di ranah desa. Bahkan, 
KPMD dapat menjadi penggerak terbentuknya Pusat 
Kemasyarakatan (community centre)  sebagai ruang publik 
politik untuk memperluas jangkuan kaderisasi Desa.

Kehadiran KPMD sebagai penggerak warga desa untuk 
berpartisipasi dan berswadaya gotong royong dalam 
pengelolaan urusan desa sudah barang tentu merupakan 
lompatan baru. Sebab, selama puluhan tahun dalam 
kerangka kerja kontrol dan mobilisasi-partisipasi, desa 
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cenderung ditemjpatkan sebagai organisasi bentukan supra 
desa (desa korporatis).  Tidak hanya desa yang bersifat 
korporatis, lembaga-lembaga masyarakat pun bersifat 
korporatis (PKK, Karang Taruna, RT, RW dan sebagainya). 
Kelemahan organisasi korporatis adalah ketergantungan 
yang tinggi terhadap negara, sehingga setiap urusan desa 
yang seharusnya mampu dikelola secara mandiri selalu 
diserahkan kepada negara untuk menyelesaikannya. 
Akibatnya, desa beserta lembaga masyarakat yang bersifat 
korporatis menjadi beban bagi negara.

Dalam ranah kaderisasi desa, KPMD bergerak untuk 
mengubah orgasisasi korporatis menjadi kekuatan baru 
yang mendorong desa tampil sebagai pilar bangsa dan 
negara dalam mewujdukan kesejahteraan masyarakat di 
desa-desa Indonesia. Secara horisontal, KPMD bersama-
sama dengan warga melakukan pembelajaran, musyawarah 
mufatak (deliberasi), dan membangun kesadaran kolektif 
dalam diri warga desa untuk melaksanakan pembangunan 
desa. Secara vertikal, KPMD memfasilitasi para pemimpin 
Desa untuk berpihak kepada masyarakat desa, memfasilitasi 
fungsi representasi dalam Musrenbang dan Musyawarah 
Desa, memfasilitasi pelayanan publik yang berkeadilan 
bagi masyarakat desa, memfasilitasi pengelolaan APBDesa  
secara berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat desa 
(pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan 
pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Gerakan kader, dukungan desa dan jaringan kerjasama 
dengan LSM, semakin memperkuat pelayanan dan 
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gerakan kesehatan berbasis desa. Di Kupang, hadir 
INCREASE, sebuah LSM yang dedikatif menggerakkan 
dan mempromosikan desa sehat. INCREASE antara lain 
membentuk tim desa yang bertugas memublikasikan dan 
mengoordinir kegiatan, melakukan survei mawas diri, 
membuat peta mengenai bidang kegiatan sosial masyarakat 
dan potensi desa, dan  membentuk sistem jejaring siaga 
yang melibatkan partisipasi semua warga. Ada sejumlah 
jejaring yang berhasil terbentuk  yaitu:

1. Jejaring pencatatan kesehatan masyarakat: mendata 
ibu hamil termasuk tempat tinggal, kapan waktu 
melahirkan, jenis transportasi yang digunakan untuk 
melahirkan, dan tempat melahirkan. 

2. Jejaring transportasi kesehatan: mendata warga desa 
yang memiliki kendaraan, siapa yang bisa mengendarai 
dan siap secara sukarela untuk menjadi pengemudi 
dalam mengantar warga desa saat melahirkan atau saat 
mengalami sakit yang serius.

3. Jejaring dana kesehatan: upaya swadaya untuk 
mengadakan dana sosial ibu bersalin (Dasolin) sebanyak 
Rp. 1000/KK dan tabungan ibu bersalin (Tabulin) yang 
besaran tabungannya ditentukan oleh kemampuan 
anggota itu sendiri. Tabulin yang bersumber dari 
masyarakat antara lain dimanfaatkan untuk membiayai 
bahan bakar kendaraan.

4. Jejaring donor darah: mendata golongan darah warga 
masyarakat dan memfasilitasi masyarakat ke Puskesmas 
bagi warga yang belum mengetahui golongan darahnya.
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5. Jejaring KB dan kesehatan reproduksi: melakukan 
penyuluhan KB dan pelatihan kesehatan reproduksi 
termasuk kampanye pentingnya ASI dan gizi.

6. Jejaring ASI dan ketahanan gizi: memberikan informasi 
dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya 
ASI dan ketahanan gizi.
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ORIENTASI BARU KPMD 

KPMD mengorganisasikan pembangunan Desa 
melalui pengembangan kapasitas teknokratis dan 
pendidikan politik. 

KPMD melakukan pengorganisasian pembangunan 
Desa dalam proses teknokratis mencakup pengembangan 
pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku 
desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, 
keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya. 
KPMD melakukan pendidikan politik yang berorientasi 
pada penguatan active and critical citizen, yakni warga 
desa yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. 
Hal ini antara lain merupakan kaderisasi yang melahirkan 
kader-kader baru KPMD yang militan sebagai penggerak 
pembangunan desa dan demokratisasi. Kaderisasi tidak 
identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun 
juga membuka ruang-ruang publik politik dan 
mengakses pada forum musyawarah desa, yang 
membicarakan dan memperjuangkan kepentingan 
warga. Kepemimpinan lokal yang berbasis masyarakat, 
demokratis dan visioner bisa dilahirkan melalui kaderisasi 
ini, sekaligus emansipasi para kader dalam kehidupan 
berdesa.   
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Matriks 2.KPMD dan Pengorganisasian Pembangunan Desa

BIDANG SUBSTANSI TUGAS DAFTAR KEGIATAN

Infrastruktur Pembangunan, peman-
faatan dan pemeliharaan

Tambatan Perahu

Jalan Pemukiman

Jalan Desa Antarpermukiman Ke Wilayah 
Pertanian

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa

Sarana dan 
Prasarana Kese-
hatan

Pembangunan, peman-
faatan dan pemeliharaan

Air Bersih Berskala Desa

Sanitasi Lingkungan

Pelayanan Kesehatan Desa Dalam Bentuk 
Pos Pelayanan Terpadu Atau Bentuk 
Lainnya

Sarana dan 
Prasarana  
Pendidikan dan 
Kebudayaan

Pembangunan, peman-
faatan dan pemeliharaan

Taman Bacaan Masyarakat

Pendidikan Anak Usia Dini

Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat

Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar 
Seni
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Sarana Dan 
Prasarana 
Ekonomi

Pengembangan usaha 
ekonomi produktif serta 
pembangunan, peman-
faatan dan pemeliharaan

Pasar Desa

Pembentukan Dan Pengembangan BUM 
Desa

Penguatan Permodalan BUM Desa

Pembibitan Tanaman Pangan

Penggilingan Padi

Lumbung Desa

Pembukaan Lahan Pertanian

Pengelolaan Usaha Hutan Desa

Kolam Ikan Dan Pembenihan Ikan

Kapal Penangkap Ikan

Gudang Pendingin (Cold Storage)

Tempat Pelelangan Ikan

Tambak Garam

Kandang Ternak

Instalasi Biogas

Mesin Pakan Ternak

Sarana Dan Prasarana Ekonomi Lainnya 
Sesuai Kondisi Desa

Lingkungan Hidup Pelestarian Penghijauan

Pembuatan Terasering

Pemeliharaan Hutan Bakau

Perlindungan Mata Air

Pembersihan Daerah Aliran Sungai

Perlindungan Terumbu Karang

Pendampingan yang dilakukan KPMD tidak 
boleh bersifat apolitik, tetapi harus berorientasi 
politik. Pendampingan apolitik oleh KPMD hadir dalam 
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bentuk pengembangan kapasitas teknokratis dalam 
pembangunan desa, termasuk pembentukan keterampilan 
berusaha, tanpa menyentuh penguatan Tradisi Berdesa 
(hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Desa) 
dan penguatan kekuasaan, hak dan kepentingan warga. 
Kapasitas teknokratis yang diemban oleh KPMD sangat 
penting tetapi tidak cukup untuk memperkuat desa. Karena 
itu pendampingan oleh KPMD harus bersifat politik. Politik 
dalam konteks ini bukan dalam pengertian keterlibatan 
KPMD dalam perebutan kekuasaan di Desa, melainkan 
kerja fasilitasi untuk memperkuat pengetahuan dan 
kesadaran anggota masyarakat desa tentang posisi dirinya 
sebagai warga desa yang sekaligus warga negara Republik 
Indonesia (100% warga desa, 100% warga negara). Dalam 
kerangka kerja politik, KPMD mendorong tumbuhnya sikap 
sukarela dalam diri warga desa untuk terlibat aktif dalam 
urusan desanya. Dengan demikian, kerja politik KPMD 
dimaknai sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban 
desa sekaligus upaya menumbuhkan dan menegakkan hak 
dan kewajiban warga desa. Pendekatan pendampingan 
oleh KPMD yang berorientasi politik ini akan memperkuat 
kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih 
demokratis dalam bingkai kedaulatan NKRI.

Para kader yang tergabung dalam KPMD 
bukan hanya memfasilitasi pembelajaran dan 
pengembangan kapasitas, tetapi juga mengisi 
“ruang-ruang kosong” baik secara vertikal maupun 
horizontal.  KPMD memiliki orientasi untuk mengisi 
ruang kosong yang identik dengan membangun “jembatan 
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sosial” (social bridging) dan jembatan politik (political 
bridging). Pada ranah desa, ruang kosong vertikal 
adalah kekosongan interaksi dinamis (disengagement) 
antara warga, pemerintah desa dan lembaga-lembaga 
desa lainnya.  Pada ranah yang lebih luas, ruang kosong 
vertikal adalah kekosongan interaksi antara desa dengan 
pemerintah supra desa. Karena itu kader-kader KPMD 
adalah aktor yang membangun jembatan atau memfasilitasi 
engagement baik antara warga dengan lembaga-lembaga 
desa maupun pemerintah desa, agar tercipta bangunan 
desa yang kolektif, inklusif dan demokratis. Engagement 
antara desa dengan supradesa juga perlu dibangun untuk 
memperkuat akses desa ke atas, sekaligus memperkuat 
kemandirian dan kedaulatan desa. Ruang kosong horizontal 
biasanya berbentuk densitas sosial yang terlalu jauh antara 
kelompok-kelompok masyarakat yang terikat (social 
bonding) berdasarkan jalinan parokhial (agama, suku, 
kekerabatan, golongan dan sebagainya). Ikatan sosial 
berbasis parokhial ini umumnya melemahkan kohesivitas 
sosial (bermasyarakat), mengurangi perhatian warga pada 
isu-isu publik, dan melemahkan tradisi berdesa. Karena itu 
ruang kosong horizontal itu perlu dirajut oleh para kader 
KPMD agar Tradisi Berdesa bisa tumbuh dan desa bisa 
bertenaga secara sosial. 

Pendampingan desa secara fasilitatif dari luar 
tidak cukup dilakukan oleh aparat negara dan para 
pelaku pendampingan profesional, tetapi juga perlu 
melibatkan “pendamping pihak ketiga” (unsur 
organisasi masyarakat sipil seperti NGOs lokal, 
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perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional 
dan perusahaan). Pemerintah melakukan contracting 
out pada perusahaan untuk mengelola fasilitator, atau 
mengandalkan aparat birokrasi, sehingga Kader Desa selama 
ini hanya merupakan “individu dan organisasi” bentukan 
berbasis project. Tak jarang dijumpai bahwa kader-kader 
Desa lebih kaya metodologi pendampingan ketimbang 
pendamping profesional. Selain itu, pendamping profesional 
mungkin mampu mengembangkan kapasitas teknokratis, 
tetapi mengalami keterbatasan dalam melakukan kaderisasi 
terhadap Kader Desa. Oleh karenanya, kader-kader desa 
dalam KPMD harus direkognisi sebagai aktor pendampingan 
yang tepat untuk melakukan kaderisasi. Dengan berpijak 
pada prinsip “negara yang padat” (congested state), 
pemerintah  dan pemda harus memfasilitasi dan membuka 
kesempatan seluas-luasnya bagi kader-kader KPMD 
untuk berjaringan dan bekerjasama dengan unsur-unsur 
organisasi masyarakat sipil dan perusahaan. KPMD sudah 
saatnya berkolaborasi dengan NGOs lokal, yang mempunyai 
tradisi dan jaringan dengan NGOs nasional dan lembaga-
lembaga internasional, agar KPMD semakin mempunyai 
tradisi yang kuat dalam menerapkan pendekatan politik 
dalam pendampingan. 

Pendampingan yang lebih kokoh dan 
berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara 
emansipatif oleh kader-kader desa (KPMD). 
Pendampingan secara fasilitatif  oleh pendamping profesional 
maupun pihak ketiga dibutuhkan untuk katalisasi dan 
akselerasi. Namun proses ini harus berbatas, tidak boleh 
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berlangsung berkelanjutan bertahun-tahun, sebab akan 
menimbulkan ketergantungan yang tidak produktif bagi 
KPMD. Selama proses pendampingan, pendekatan fasilitatif 
oleh pendamping profesional dan pihak ketiga harus mampu 
menumbuhkan kader-kader desa yaitu KPMD yang piawai 
tentang ihwal desa, dan kader-kader KPMD lah yang akan 
melanjutkan pendampingan secara emansipatoris.  Lebih 
lanjut, KPMD akan menyebarkan jiwa dan watak kader 
ke seluruh warga desa. KPMD memiliki spirit voluntaris. 
Tetapi sebagai bentuk apreseasi, tidak ada salahnya kalau 
Desa mengalokasikan insentif untuk para KPMD. 

Pendampingan oleh KPMD melakukan intervensi 
secara utuh untuk memperkuat village driven 
development dan mewujudkan desa sebagai self 
governing community yang maju, kuat, mandiri 
dan demokratis.KPMD serta isu-isu pemerintahan 
dan pembangunan desa bukanlah segmentasi yang 
berdiri sendiri (cerai berai), tetapi semuanya terikat 
dan terkonsolidasi dalam sistem desa. Sistem desa yang 
dimaksud adalah kewenangan desa, tata pemerintahan desa, 
serta perencanaan dan penganggaran desa yang semuanya 
mengarah pada pembangunan desa untuk kesejahteraan 
warga. Baik kepentingan, tema pembangunan, aset lokal, dan 
KPMD diarahkan dan diikat dalam sistem desa itu. Dengan 
kalimat lain, desa menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, 
berpemerintahan, berdemokrasi dan berpembangunan. 
Pola ini akan mengarah pada pembangunan yang digerakkan 
oleh desa (village driven development), yang bersifat 
kolektif, inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel.
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Pendampingan tidak bersifat seragam dan kaku 
tetapi harus lentur dan kontekstual. Indonesia 
sudah berpengalaman dalam pendampingan, sebagaimana 
dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Namun 
pendampingan ala PNPM Mandiri cenderung seragam dan 
kaku yang dikendalikan secara ketat dengan Petunjuk Teknis 
Operasional (PTO). Pendampingan tentu harus lentur dan 
kontekstual, yakni tergantung pada kondisi dan kebutuhan 
lokal. Untuk menjaga kelenturan dan kontektualitas itu, 
PTO yang diciptakan secara desentralistik di kabupaten/
kota tidak boleh memberikan instruksi dan petunjuk apa 
yang harus dan boleh dilakukan seperti gaya birokrasi, 
melainkan memberi negative list atau memberi larangan 
apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan kalimat lain PTO itu 
tidak mewajibkan pendamping dengan prinsip “tidak boleh 
melakukan sesuatu kecuali yang diperintah” melainkan 
memberikan keleluasaan pendamping untuk bertindak 
sesuai dengan prinsip “bebas melakukan apapun kecuali 
yang dilarang”. 

Saat ini kita semua perlu memaknai keragaman 
pendampingan paralel yang selama ini sudah dilakukan 
melalui program-program “pemberdayaan masyarakat” agar 
masuk dalam sistem pendampingan Desa pasca terbitnya 
UU Desa. Perbedaan mendasar model pendampingan paska 
ditetapkannya UU Desa adalah ada tuntutan terhadap para 
Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi 
sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan 
“kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, 



29BUKU 4 : KADER DESA: PENGGERAK PRAKARSA MASYARAKAT DESA

menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. 
Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan 
self governing community diberdayakan untuk mampu 
hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa-
desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan 
Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan 
salah satu agenda strategis prioritas Pemerintahan Jokowi-
JK yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 
Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka 
Negara Kesatuan”. 

Peran pendamping desa yang berkedudukan di 
kecamatan (Fasilitator Kecamatan misalnya) mempunyai 
tugas yang diamanatkan oleh Permendesa No. 3/2015 
tentang Pendampingan Desa untuk melakukan peningkatan 
kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan 
Desa yang baru.Tugas pokok Pendamping Desa yang 
utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan 
memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
Desa. Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya 
menyelenggarakan fungsi: 

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal 
berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak 
asal-usul.

2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa 
yang disusun secara partisipatif dan demokratis.

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin 
desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang 
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visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan 
masyarakat desa.

4. Fasilitasi demokratisasi desa.

5. Fasilitasi kaderisasi desa.

6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga 
kemasyarakatan desa.

7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat 
kemasyarakatan (community center) di desa dan/atau 
antar desa.

8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan 
kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.

9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek 
pembangunan mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang 
dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan 
akuntabel.

10. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan 
oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan 
akuntabel.

11. Fasilitasi pembentukan dan pemngembangan Badan 
Usaha Milik Desa (BUM Desa).

12. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa 
dengan pihak ketiga.

13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan 
sosial dan kemitraan.
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Matriks 4. Adaptasi Pelaku Pendampingan Desa 
(Berbasis Project) dalam Spirit UU Desa

KEDUDUKAN PENDAMPING 
DESA

PNPM
MPd

PNPM
MPd-GSC

TUGAS
(Permendesa 
No. 3/2015)

PUSAT TAPM
Te

na
ga

 P
en

da
m

pi
ng

 P
ro

fe
si

on
al

NMC NMC Pasal 15-17

PROVINSI TAPM RMC RMC Pasal 15-17

KAB./KOTA PENDAMPING 
TEKNIS

FASILITATOR 
KABUPATEN

FASILITATOR 
KABUPATEN

Pasal 13-14

KECAMATAN PENDAMPING 
DESA

FASILITATOR 
KECAMATAN

FASILITATOR 
KECAMATAN

Pasal 11-12

Pasal 12 e. 
melakukan 
peningkatan kap-
asitas bagi Kader 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
dan mendorong 
terciptanya 
kader-kader 
pembangunan 
Desa yang baru; 

DESA KPMD KADER 
POSYANDU, 
PAUD, DLL.

Pasal 18-19
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MENEMUKAN KADER DESA

Kader Desa mengemban amanat untuk melakukan 
pengorganisasian pembangunan desa bidang (i) 
infrastruktur, (ii) sarana dan prasarana kesehatan, (ii) sarana 
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, (iv) sarana dan 
prasarana ekonomi, (v) lingkungan hidup.  Menemukan 
kader desa yang nantinya dilembagakan dalam kedudukan 
sebagai KPMD tidaklah mudah karena dipengaruhi 
beberapa subsistem dalam sistem desa. Langkah-langkah 
menemukan Kader Desa dapat dilakukan sebagai berikut.

Musyawarah Desa.Musyawarah desa merupakan 
institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis 
desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi 
masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah 
desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah 
masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug Desa) yang 
ada di Jawa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan 
untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan 
warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi 
dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak 
konflik di masyarakat. Selain model rapat desa ada bentuk 
musyawarah daerah-daerah lain seperti Kerapatan Adat 
Nagari di Sumatera Barat, Saniri di Maluku, Gawe rapah di 
Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali. 
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Namun tradisi Musyawarah Desa masa lalu cenderung 
elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. 
PNPM Mandiri juga mempunyai Musyawarah Desa yang 
mengutamakan keseteraan gender dan melibatkan kaum 
miskin. Namun Musyawarah Desa ala PNPM ini apolitik 
dan tidak bekerja dalam sistem desa, melainkan hanya 
dijalankan untuk merencanakan, melaksanakan dan 
melaporkan proyek. Kelahiran musyawarah desa dalam UU 
No. 6/2014 tentang Desa berangkat dari kritik terhadap 
model Musyawarah Desa masa lalu dan Musyawarah Desa 
ala PNPM.Desa sebagai self governing community (SGC) 
direpresentasikan oleh Musyawarah Desa.

Secara politik musyawarah desa diselenggarakan oleh 
BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.Kader Desa yang 
aktif untuk terlibat aktif dalam pemetaan aspirasi yang 
dilakukan oleh BPD, potensial untuk menjadi kader desa 
selanjutnya. Kader Desa ditemukan dalam selama proses 
berlangsungnya Musyawarah Desa yang akan menciptakan 
kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, 
lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat 
untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan 
desa. Disamping itu, Kader Desa akan ditemukan ditengah-
tengah pola hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang 
dominatif, kolutif, konfliktual, dan kemitraan. Idealnya, 
Kader Desa ditemukan dalam pola kemitraan BPD dan 
Kepala Desa yang terus menerus melakukan deliberasi 
untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara 
untuk membangun kebaikan bersama.
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Pilihan atau Inisiatif dari Pemerintah Desa. 
Kader Desa dapat ditemukan dalam tipe kepemimpinan 
di Desa. Pertama, kepemimpinan regresif. Sebagian 
besar desa parokhial dan sebagian desa-desa korporatis 
cenderung banyak ditemukan kader desa yang berwatak 
otokratis, dominatif, tidak suka musyawarah desa, tidak 
suka partisipasi, anti perubahan dan biasa melakukan 
capture terhadap sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai 
situasi kepemimpinan regresif, maka Kader Desa yang 
mengemban amanat pengorganisasian pembangunan desa 
akan kesulitan untuk ditemukan secara ideal. Kader Desa 
cenderung ditentukan dan dipilih berdasarkan kepentingan 
Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif yang ditandai 
dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya 
(taken for granted), menikmati kekuasaan dan kekayaan, 
serta tidak berupaya melakukan inovasi (perubahan) yang 
mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. 
Para kepala desa ini  pada umumnya menikmati kekuasaan 
yang dominatif dan menguasai sumberdaya ekonomi untuk 
mengakumulasi kekayaan. Mereka tidak peduli terhadap 
pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan dan 
penghidupan warga. Di sisi lain, sebagian besar kepala desa 
yang berkuasa di desa-desa korporatis juga menampilkan 
karakter konservatif-involutif. Mereka hanya sekadar 
menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan 
instruksi dari atas.Jika desa dikuasai situasi kepemimpinan 
konservatif-regresif, maka Kader Desa ditemukan dalam 
kondisi kepatuhan terhadap isi “petunjuk program, proyek 
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dan kegiatan”. Kader Desa yang taat instruksi dan berwatak 
kerja rutininitas akan cenderung dipilih dalam Musyawarah 
Desa.  

Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-progresif 
yang pro perubahan. Kepala desa cenderung  relatif muda 
dan berpendidikan tinggi (sarjana), haus perubahan, tidak 
antidemokrasi, sebaliknya memberikan ruang politik 
(political space) bagi tumbuhnya transparansi, akuntabilitas 
dan partisipasi. Mereka mempunyai kesadaran baru bahwa 
komitmen kades terhadap nilai-nilai baru itu menjadi 
sumber legitimasi bagi kekuasaan yang dipegangnya. 
Pembelajaran dan jaringan mereka dengan dunia luar 
semakin menempa kapasitas dan komitmen mereka, 
sehingga mereka berperan besar mengubah desa korporatis 
menjadi desa sipil atau desa sebagai institusi publik yang 
demokratis. Mereka memperbaiki pelayanan publik, 
mengelola kebijakan dan pembangunan secara demokratis, 
serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat untuk 
membangkitkan emansipasi lokal dan membangun 
desa dengan aset-aset lokal. Jika desa diwarnaisituasi 
kepemimpinan inovatif-progresif, maka Kader Desa 
ditemukan dalam kondisi yang kaya akan pembelajaran atas 
pengorganisasian pembangunan desa secara partisipatif. 
Kader Desa yang legitimasinya tinggi akan terpilih melalui 
mekanisme Musyawarah Desa.  

Fasilitasi Pendamping Desa. Pendamping lokal 
Desa bertugas untuk melakukan fasilitasi (a) perencanaan 
pembangunan dan keuangan desa; (b) pelaksanaan 
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pembangunan desa; (c)  pengelolaan keuangan desa dalam 
rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa; (d) evaluasi pelaksanaan pembangunan desa; 
dan (e) pengawasan pembangunan desa. Dalam proses 
pendampingan ini, warga Desa yang mampu berkomunikasi 
dan kolaborasi dengan pendamping profesional lokal Desa 
berpotensi untuk menjadi Kader Desa.
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PEMBENTUKAN KADER DESA

Musyawarah Desa untuk memilih Kader Desa 
dalam wadah KPMD.

Mekanisme formal kelembagaan Desa untuk menunjuk 
calon kader KPMD sebagaimana diatur oleh regulasi UU 
Desa, PP Desa dan Permendesa PDTT sekaligus menjadi batu 
uji dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam 
Musyawarah Desa untuk mengimplementasikan prinsip-
prinsip demokratisasi Desa. KPMD dibentuk atas dasar 
proses pemilihan yang deliberatif dan tipologi Kader Desa 
(calon KPMD) yang mampu mendinamisir prakarsa dalam 
praksis kewenangan lokal berskala Desa. Secara prosedural, 
pemerintah Desa dalam memilih calon KPMD dapat merujuk 
pada Permendesa No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 
Desa.Desa dapat mengagendakan jenis Musyawarah Desa 
untuk menetapkan hal yang strategis berupa tipologi Kader 
Desa yang layak mengisi posisi KPMD.

Penetapan susunan organisasi KPMD melalui 
Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan tipe 
kepemimpinan inovatif-progresif. 

Penetapan Pemerintah Desa berinisiatif merangkul 
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individu-individu masyarakat Desa untuk menjadi Kader 
Desa. Inisiatif merangkul calon Kader Desa akan muncul 
dari pemerintah Desa yang memiliki karakterkepemimpinan 
baru yang inovatif-progresif danpro perubahan. Pemerintah 
Desa yang demikian akan sangat sensitif terhadap kebutuhan 
kehadiran Kader Desa.Pemerintah Desa berupaya menggaet 
warga Desa yang dirasa pantas untuk menjadikannya Kader 
Desa, warga bebas memilih Kader Desa untuk menjadi 
KPMD melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya hasil 
Musyawarah Desa menjadi dasar penetapan susunan KPMD 
melalui Keputusan Kepala Desa.
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PENGEMBANGAN KAPASITAS 
KADER DESA

Untuk mengembangkan kapasitas Kader Desa,Pemer-
intah Desa dapat membentuk beragam lembaga kemasyar-
akatan sebagai wadah bagi warga mengaktualisasikan dir-
inya sebagai warga Desa. Lembaga-lembaga tersebut dapat 
ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana selama 
ini, di Desa banyak model-model lembaga kemasyarakatan, 
antara lain seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, karang 
taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan sejenisn-
ya. Lembaga kemasyarakatan yang banyak terdapat di Desa 
itu idealnya harus bisa menjadi arena masyarakat Desa un-
tuk mengembangkan diri menjadi Kader Desa yang mampu 
berperan untuk membangun desa. Lembaga-lembaga terse-
but bisa menjadi ruang bagi warga Desa merumuskan dan 
mengusung aspirasi mereka danberpartisipasi dalam per-
encanaan, pelaksanaan dan mengawal pembangunan Desa. 
Bagi Kader Desa, lembaga-lembaga itu bisa menjadi arena 
pembelajaran untuk mengembangkan kapasitas mereka 
menjadi kader-kader pemberdayaan masyarakat.

Selain bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan 
tersebut, salah satunya misalnya bisa juga dibentuk suatu 
lembaga yang menjadi pusat kegiatan kemasyarakatan 
(community center) yang difungsikan sebagai pusat 
informasi, pusat kegiatan dan pendampingan atau pusat 
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advokasi masyarakat. Para pendamping desa semestinya 
dapat melakukan fasilitasi pembentukan lembaga-lembaga 
semacam ini sebagai arena pusat pembelajaran masyaraka 
dan pembelajaran bagi kader desa. Pengembangan kapasitas 
Kader Desa dapat diarahkan oleh para pendamping 
profesional (eksternal) melalui langkah-langkah sebagai 
berikut:

a. memfasilitasi pembentukan pusat kemasyarakatan 
(community center) dengan melibatkan KPMD sebagai 
ruang publik untuk aktivitas bersama dalam rangka 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

b. memfasilitasi pendayagunaan sarana/prasarana milik 
desa seperti balai desa, gedung olah raga, gedung 
pertemuan, lapangan olah raga, taman dll untuk 
dijadikan sebagai tempat/lokasi diselenggarakannya 
kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan dengan 
melibatkan KPMD;

c. memfasilitasi unsur-unsur masyarakat seperti tokoh 
adat;  tokoh agama;  tokoh masyarakat;  tokoh 
pendidikan;  perwakilan kelompok tani;  kelompok 
nelayan;  kelompok perajin;  kelompok perempuan; dan 
kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan-kegiatan pusat kemasyarakatan yang 
diorganisir oleh KPMD;

d. memfasilitasi terbentuknya forum mitra desa dengan 
KPMD sebagai motor penggerak dimana mitra desa 
tersebut terdiri dari para penggiat pembangunan dan 
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pemberdayaan masyarakat desa untuk secara sukarela 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat desa;

e. memfaslitasi forum mitra desa bersama-sama dengan 
KPMD untuk membentuk pusat kemasyarakatan 
(community center) di kecamatan dan kabupaten/kota;

f. memfasilitasi forum mitra desa bersama-sama dengan 
KPMD untuk membuat kegiatan-kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat sepeerti penerapan ilmu keagamaan, 
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu 
untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan 
nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan 
sistem pendidikan dan pengembangan;

g. memfasilitasi kegiatan kemitraan dan pemberdayaan 
UKM usaha kecil dan menengah dengan melibatkan 
KPMD;dan 

h. kegiatan-kegiatan lain yang strategis dalam rangka 
pengembangan pusat kemasyarakatan (community 
center) sesuai dengan kondisi lokal desa dengan 
melibatkan KPMD.
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PENUTUP 

Cara pandang pendampingan Desa harus didasari spirit 
rekognisi-subsidiaritas Desa. Praksis pendampingan untuk 
pemberdayaan masyarakat Desa juga harus mengandung 
spirit baru. Spirit baru itu harus ditunjukkan dalam sikap 
bahwa pendampingan akan lebih kokoh dan berkelanjutan 
jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh KPMD. 
Pendampingan secara fasilitatif  oleh pendamping 
profesional maupun pihak ketiga dibutuhkan hanya untuk 
katalisasi dan akselerasi untuk  menumbuhkan KPMD 
yang piawai tentang ihwal desadan akan melanjutkan 
pendampingan secara emansipatoris.

Selanjutnya, pendampingan oleh KPMD harus didorong 
untuk melakukan intervensi secara utuh untuk memperkuat 
village driven development dan mewujudkan desa sebagai 
self governing community yang maju, kuat, mandiri 
dan demokratis. KPMD serta isu-isu pemerintahan dan 
pembangunan desa harus terkonsolidasi dalam sistem desa. 
Sistem desa yang dimaksud adalah kewenangan desa, tata 
pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran 
desa yang semuanya mengarah pada pembangunan desa 
untuk kesejahteraan warga. Baik kepentingan, tema 
pembangunan, aset lokal, dan KPMD diarahkan dan 
diikat dalam sistem desa itu. Dengan kalimat lain, desa 
menjadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, 
berdemokrasi dan berpembangunan dimana KPMD berada 
didalamnya sebagai Kader Desa yang inovatif-progresif.


